7.1.
7.1.1.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENDAHULUAN
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun Pemerintah Dacrah Provinsi Kepulauan Riau
merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi
yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara umum, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas pemerintah daerah;

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan ekuitas pemerintah daerah;

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya
ekonomi;

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang
ditetapkan;

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan
memenuhi kebutuhan kasnya;

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas
pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, dengan
menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang
dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi
yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga
menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan
termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, laporan keuangan tahun 2024 yang
disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyediakan informasi mengenai
entitas pelaporan dalam hal:

Aset;

Kewajiban;

Ekuitas;
Pendapatan-LRA;
Belanja;

Transfer;

Pembiayaan;

Saldo Anggaran Lebih;
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7.1.2.

9.

Pendapatan-LO;

10. Beban; dan

11.

Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan

pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk
laporan non-keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan
selama satu periode.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun

dengan berlandaskan pada :

1.
2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 6322 );

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang
Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 899);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
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7.1.3.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 7);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022
Nomor 893) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun
2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1008);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1000);

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan

laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah,
yaitu dengan format sebagai berikut:

7.1.

7.2.

7.3.

Pendahuluan

7.1.1.  Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
7.1.2.  Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.3.  Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perkembangan Makro Ekonomi Daerah, Perkembangan Keuangan Daerah,
Perkembangan Inflasi, Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan
dan UMKM, Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Rupiah,
Ketenagakerjaan Masyrakat dan Kesejahteraan, Prospek Perekonomian Daerah

7.2.1.  Perkembangan Makro Ekonomi Daerah

7.2.2.  Perkembangan Keuangan Daerah

7.2.3.  Perkembangan Inflasi

7.2.4.  Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
7.2.5.  Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
7.2.6.  Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

7.2.7.  Prospek Perekonomian Daerah

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
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7.3.1.  Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

7.3.2.  Hambatan dan Kendala Yang ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah
Ditetapkan

7.3.3.  Kebijakan Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
7.3.4.  Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024
7.3.5.  Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
7.3.6.  Pencapaian Pemenuhan Mandatory Spending dalam APBD
7.4. Kebijakan Akuntansi
7.4.1.  Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.4.2.  Komponen Utama Kebijakan Akuntansi
7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah yang terdiri dari:

7.5.1.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
7.5.2.  Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
7.5.3.  Penjelasan Pos-pos Neraca
7.5.4.  Laporan Operasional (LO)
7.5.5.  Laporan Arus Kas (LAK)
7.5.6.  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7.6. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
7.77.  Penutup
LAMPIRAN
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PENUTUP

Proses Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimulai dengan keseluruhan kegiatan
vang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tentunya harus dilaksanakan
secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsit Kepulauan
Riau dilaksanakan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019
tentang, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Mentert Dalam Negen Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan
Dacrah Provinsi Kepulauan Riau Nomor | Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinst Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun
schaga salah satu bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan
Pemerintah  Provinsi Kepulavan Riau dengan rujukan uwtama Lampiran | Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemenintahan dan Peraturan
Gubernur Kepulavan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Melalui proses penyusunan dan penyajian konsolidasi dari laporan keuangan
SKPD selaku entitas akuntansi, proses penyesuaian dan harmonisasi dilakukan dengan
merujuk Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuvangan Daerah, serta disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Kiau
agar terwujud Laporan Keuangan Pemenntah Daerah yang memadai sesuai ketentuan,

Akhir kata. Pemerintah Provinsi Kepulavan Riau mengharapkan  Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban
kami dalam melaporkan dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesua
dengan ketentuan yang berlaku kepada para stakeholders dan berguna bagi pengambilan
keputusan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan dacrah pada tahun berikutnya

AD, S.E.. MM,
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LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REALISAS|I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

_ (Datam Rupiah)
REFF REALISASI 2024

NO URAIAN et ANGGARAN 2024 (AUDITED) (%) REALISASI 2023

1 |PENDAPATAN DAERAH-LRA

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LRA 75411

3 Pajak Daerah - LRA 761111 1738323.17465500] 1777.704385140,00]  10227]  1.631.489.164.580,00
4 Retribusi Daerah - LRA 751412 155.935.540,754,00 148.286.242.017,30 95,09 12.203.621.186,00
5 e St Jeenih g Upeean-  loget43 34.003.224.423,00 1.904.909.335,00 5,60 2.449.330.649,00
8 Lain-lain PAD yang San - LRA 761114 92.414.477.084,00 52 566,226 972,38 56,88 160.830.717.080,31
7 Jumiah Pendapatan Asli Daerah - LRA (3 5.d 6) 2.020.676.416.916,00]  1.980.461.763.464,68 98,01]  1.806.972.833.505,31
[ PENDAPATAN TRANSFER - LRA 7.5.1.1.2.

g Pendapatan Transler Pemerintah Pusal - LRA 751121 2250268116891,00]  1.976533.066.207,00 8784 2361792 541.904,00
10| Jumiah Pendapatan Transfer - LRA (9) 2.260.268.116.891,00]  1.976.533.066.207,00 87,84  2.361.792.541.904,00
11|  LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 7.6.1.1.3.

12 Pendapatan Hibah - LRA 4,092,700.000,00 1.300.531.591,00 3178 1.278.720,000,00
13|  Jumilah Laindain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA (12) 4.092.700.000,00 1.300.531.691,00 31,78 1.278.720.000,00
74 |JUMLAH PENDAPATAN - LRA (7+10+13) 4.275.037.233.807,00)  3.958.296.361.262,68 92,58]  4.170.044.095.408,31
15 |BELANJA DAERAH

16| BELANJA OPERASI 7.51.2.1.

17 Belanja Pegawal 754211 1.320553.415800,12]  1.300.833.869.704,00 9852 1.100521.283.967.05
8 Belanja Barang dan Jasa 751212 1.502.668.200.237,78]  1.311.138.772.714,16 87.25| 1.405.114.292.589,86
19 Belanja Bunga 751213 4.050.000,000,00 3.692.560.273,00 a1 17 8.623.436.793,00
20 Belanja Subsidi 751214 1.400.000.000,00 944,301.180,00 67,45 4.143.883,000,00
21 Belanja Hibah 751215 380.037.014,086.00 357 581.329.209,27 94,00 362.326.208.341 06
2 Belanja Bantuan Sosial 751218 5.101.365.000,00 4.002.825.000,00 78,47 7 .417.430,000,00
23|  Jumiah Belanja Operasi (17 s.d 22) 3.222.810.004.132,90]  2.987.193.758.080,43 92,69| 2.888.146.534.690,97
24| BELANJA MODAL 75122

Belanja Modal Tanah 751221 8.021.100.000,00 920.100,000,00 11,47 1.385.489.184,00

26 Belania Modal Peralatan dan Mesin 751222 130.089.417.367 93] 115.508.155.838,84 88,79 202,847 528.770,05
27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 751223 138.014.437.494,17 129.103.961.833,55 93,54 232.962.878.105,59
28 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 75.1.2.24 43.766.559.842.00 36.791.762.576.47 84,06 178.551.126.080,95
29 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 751225 19,529,407.470.00 19.630.419.447.00] 10052 529.474,380,00
30 Belanja Modal Aset Lainnya 751228 5576.593.000,00 5389 675.894,00 96,65 2597.840.118,00
3 Jumiah Belanja Modal (25 s.d 30) 344,997 516.174,10 307.344.075.589,86 89,09 618.877.436.638,59
32| BELANJA TIDAK TERDUGA 7.5.1.2.3.

33 Belanja Tidak Terduga 4.773.672.048,00 2 065 423.140,00 43,27 2.413.029.129,00
34| Jumiah Belanja Tak Terduga (33) 4.773.672.048,00) 2.066.423.140,00 43,27 2.413.029.129,00
35| BELANJA TRANSFER 75124,

36 Belanja Bagi Hasil 7.6.1.24.1 812 172.113.430,00 748.291.201.015,00 92,13 759.191 867 ,087,00
37 Belanja Bantuan Keuangan 7.6.1.24.2 29,445 500.000,00 26.853.000.000,00 91,20 8.352.561.914,00
38| Jumiah Belanja Transfer (36 s.d 37) 841.617.613.430,00 775.144,201.015,00 92,10 767.544.449.001,00
39 | JUMLAH BELANJA (23+31+34+38) 4.414.198.804.785,00]  4.071.747.457.826,28 92,24|  4.276.981.449.459 56
40 |SURPLUS/DEFISIT (14-39) (139.161.5670.978,00)]  (113.452.096.562,61) 81,63 |  (106.937.354.050,25
41 |PEMBIAYAAN DAERAH 7.51.3. l’
42| PENERIMAAN PEMBIAYAAN 7.5.1.3.1

43 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 231.214.715.013.00 232583,164.925 62 100,59 388.950.302.882 49
a4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 0,00 0,00 15.431.239.382,00
45 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00/ 100.883.708,00 0,00 A7TAT2817.00
46| Jumlah Penerimaan Pembiayaan (43 s.d 45) 231.214.715.013,00 232.684.048.633,62] 100,64 404.418.715.081,48
47| PENGELUARAN PEMBIAYAAN 75132

a8 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 92.053.144,035,00 91,945.787.633,00 99,88 66.266.646.018 00
49 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 92,053.144.035,00 91,945.787.633,00 99,88 66.266.646.018,00
'S0 [PEMBIAYAAN NETTO (46-49) 139.161.670.978,00 140.738.261.000.62] 101,13 338.152.069.063 49




REFF REALISASI 2024
NO R URAIAN CALK ANGGARAN 2024 (AUDITED) (%) REALISASI 2023
51 |SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (40+50) 7.6.14, 0,00 27.286.164.438,01 0,00 231.214.716.013,24
Calatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisatikan dan Laporan Keuangan ini
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
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2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH PROVINS| KEPULAUAN RIAU

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)
= REFF |  TAHUN 2024
N Uraian TAHU

s CALK (AUDITED) N
1 |Saldo Anggaran Lebih Awal 7.5.2.1. 231.214.715.013,24 388.950.302.882,49
2 |Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 7.5.2.2, 232.583.164.925,62| 388.950.302.882,49
3 | Subtotal (1-2) (1.368.449.912,38) 0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 7.5.23. 27.286.164.438,01 231.214.715.013,24
Subtotal (3+4) 25.917.714,525,63 231.214.715.013,24
6 |Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 1.368.449 912,38 0,00
7 |Lain-lain 0,00 0,00
8 |Saldo Anggaran Leblh Akhir (5+6+7) 27.286.164.438,01 231.214.715.013,24

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Laporan Keuangan ini

—

“H.ANSAR AHMAD. S.E.. M.M.

GUBERNUR KEPULAUAN RIA

wd



3. NERACA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
- (Dalam Rupiah)
NO. URAIAN REFE AN 2925 TAHUN 2023
CALK (AUDITED)

1 |ASET

2 ASET LANCAR 7.5.3.1.1.

3 Kas di Kas Daerah 753.11.1 23.302.840.904,77 210.713.848.785,43
4 Kas di Bendahara Penerimaan 7.5:3.4.1.2 0,00 1.732.000,00
5 Kas di Bendahara Pengeluaran 753113 19.041.006,00 3.738.300,00
6 Kas di BLUD 753114 2.264.885.131,34 19.556.671.568,72

7 Kas Dana BOS 753115 1.699.060.482,84 035.783.131,84)

8 Kas Lainnya 7.5.3.1.16 524.292.676,64 14.324.994 566,09

9 Piutang Pajak Daerah 753117 89.618.122.631,00] 89.871.468.322,00
10 Piutang Retribusi Daerah 753118 11.437.716.976,00 121.705.500,00
11 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 753118 18.180.173.021,32 22.055.375.028,32
12 Piutang Lainnya 7.5.3.1.1.10 96.250.000,00 96.250.000,00
13 Penyisihan Piutang 7.531.1.11 (66.851.818.877,96) (42.204.201.911,65)
14 Beban Dibayar Dimuka 7.5.3.1.1.12 1.809,609,683,07 1.537.600.288,02
15 Persediaan 7.5.311.13 284 022 .966.235,40 178.060.899.676,71
16 | Jumlah Aset Lancar (3 s.d 15) 386.123.239.870,43 495.075.865.255,48
17| INVESTASI JANGKA PANJANG 7.5.31.2.

18 INVESTAS| JANGKA PANJANG NON PERMANEN 753121

19 Investasi Non Permanen 0,00 0,00
20 Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen (19) 0,00 0,00
21 INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN 7.531.22

22 Investasi Permanen 138.205.300.338,00 144.684.048.818,00
23 Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (22) 138.205.300.338,00 144.684.048.818,00
24| Jumlah Investasi Jangka Panjang (20+23) 138.205.300.338,00 144.684.048.818,00
25| ASET TETAP 7.5.3.1.3.

26 Tanah 7.5.3.1.3.1 1.279.193.541.736,32 1.242 532.480.774,32
27 Peralatan dan Mesin 7153132 2.115.169.411.496,30 2.023.580.374.784,91
28 Gedung dan Bangunan 7.53.1.33 2.878.738.414.770,81 2.704.114.608.690,98|
29 Jalan, Irigasi dan Jaringan 7.531.3.4 4.011.564.533.138,15 3.966.635.637.433, 47
30 Aset Tetap Lainnya 7.5.3.1.35 279.218,737.302,70 260,235,633.980,32
31 Konstruksi dalam Pengerjaan 7531386 25.295.808.664,94 44.722.208.283,85
32 Akumulasi Penyusutan 7.5.31.3.7 (4.549.816.476.728,71) (4.176.976.245 412 62)
33| Jumlah Aset Tetap (26 s.d 32) 6.039.363.970.380,51 6.064.844.707.535,23
34| ASET LAINNYA 7.5.3.1.4.

35 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 993.008.850,00 994.508.950,00
a6 Aset Tidak Berwujud 26.348.603.927,06 26.984.101.427 08
37 Aset Lain-lain 361.847.876,562 91 547 6837.174 524 47
38 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (2.413.781.320,00) (3.146.651.320,00)
39 Akumulaﬁenyusmn Aset Lainnya (41.286.530.588,55) (9.661.355.568,70
40 Kas yang Dibatasi Penggunaannya 196.353.186.257,62 0,00
41| Jumlah Aset Lainnya (35 s.d 40) 541.842.363.389,04 562.807.778.012,83
42 [JUMLAH ASET (16+24+33+41) 7.105.534.873.977,98 7.267.412.399.621,54
43 | KEWAJIBAN 7.5.3.2.

44| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 7.5.3.2.1.

45 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 753214 14.391.867,00 4.619.097,00
46 Utang Bunga 753212 0,00 613.908.863,00
47 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 753213 0,00 91,845 787 633,00
48 Utang Belanja 7653214 451.420.582.417,31 210.029.652.829,73
40 Utang Jangka Pendek Lainnya 753215 3.466.450.186,50 9,425 693 470,26
50 | Jumiah Kewajiban Jangka Pendek (45 s.d 49) 454.901.424.480,81 312.019.661.898,99
51| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 7.5.3.2.2.

52 Utang kepada Pemerintah Pusat 753221 196.353.186.257,62 181.337.190.542,18
53| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (52) 196.353.186.257,62 191.337.190.542,18

4



REFF TAHUN 2024

NO. URAIAN CALK (AUDITED) TAHUN 2023

54 [JUMLAH KEWAJIBAN (50+53) 651.254.610.738,43 503.356.852.441,17
55 [EKUITAS 7.53.3

56 | Ekuitas 6.454.260.263.239,55 6.764.055.547.180,37
57 [JUMLAH EKUITAS (56) 6.454.280.263.239,55 6.764.055.547.180,37
58 [ JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (54+57) 7.105.534.873.977,98 7.267.412.399.621,54

GUBERNUR KEPULAUAN RIAY,

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.




4.

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)
REFF TAHUN 2024 KENAIKAN/
NO URAIAN
al CALK (AUDITED) TARTA e (PENURUNAN) (%)

1 |KEGIATAN OPERASIONAL

2 | PENDAPATAN -LO 7.541.

3| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO 75411

4 Pajak Daerah-LO 1787 142204 747,00] 1,636 218 610.341.00 150.923.594,406,00 922
5 Retribusi Daerah-LO 155.726 470.273,30 12.172.912.898,00 143553557.375,30 | 1.179.29

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

8 b 1.904.909 335,00 2 449.330.649,00 (544.421.31400)|  (22.23)
7 Laindlain PAD yang Sah-LO 49.87293396750|  157.705419.756,02 (107.832.485.79052)] _ (68,38)
8 | Jumiah Pendapatan Asli Daerah-LO (4 5.d 7) 1.994.646.518.322,80]  1.808.546.273.646,02 186.100.244.676,78 | 10,29
5| PENDAPATAN TRANSFER-LO 75412,

10 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 1.949.654.986.207,00] _ 2.348,989.767.452,00 (399.334.781.245,00)] _ (17.00)
111 Jumiah Pendapatan Transfer-LO (10) 1.949.654.986.207,00]  2.348.989.767.452,00 (389.334.781.245,00)] _ (17,00)
12| LAINALAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO | 7.5.4.1.3.

13 Pendapatan Hibah - LO 170,967 444 887 66] __ 385.069.034.851.10 (214101 589.963.44)] _ (55,60)
14 ‘I’;;:“'" Lain-iain Pendapatan Daerah yang Sah-LO 170.967.444.887,66|  385.069.034.851,10 (214.101.589.963,44)|  (55.60)
15| JUMLAH PENDAPATAN-LO (8+11+14) 4115.268.949.417,46|  4.542.605.075.949.12 (427.336.126.53186)]  (9.41)
16| BEBAN 7542

17| BEBANOPERASI 7.54.21.

18 Beban Pegawai 754211| 1309.490.093784,00]  1.107.151.335.185,05 202.338.758.598.95 | 18,28
19 Beban Barang dan Jasa 754212| 1466820936561 96|  1589.253037.899,72 (122423101.337.76)]__ (7.70)
20 Beban Bunga 754213 3.078.651.404,00 8.525.004.761,00 (5.446.353.357,00)] _ (63.89)
21 Beban Subsidi 754214 944.301.180,00 4,143 883 000,00 (3190581 820,00)| _ (77.21)
2 Beban Hibah 754215|  353850454704,03  304.901.011544,11 4894944315992 | 1605
2 Beban Bantuen Sosial 7542156 4,002 925.000,00 7.417.430,000,00 (3414.505.000,00)] _ (46.03)
24 Beban Penyisihan Pitang 754217 24.667.815.407,51 881.949.071,90 23.785.866 335,61 | 269697
25| Jumiah Beban Operasi (18 5.d 3.162.864.178.041,50] _ 3.022.273.651.461,78 140.590.526.679,72 485
26| BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 75422,

27 Beban Penyusutan dan Amortisasi 351 610349.705.48] __ 412.092933.201,00 (20482583.49552)] __ (4.97)
28|  Jumiah Beban Penyusutan dan Amortisasi (27) 391.610.348.70548|  412.092.933.201,00 (20.482.583.495,52)|  (4,97)
25|  BEBAN TRANSFER 75423,

0 Beban Bagi Hasil 754231 7963521887800  750.249.678.516,00 46.385.340.362,00 618
31 Beban Bantuan Keuangan 754232 26.853.000.000,00 8.352581.914,00 1850041808600 | 221,49
32| Jumiah Beban Transfer (30 s.d 31) $23488.218.878,00|  758.602.460.430,00 54.885.758.448,00 8,55
33| JUMLAH BEBAN (25+28+32) 4.377.962.746.624,97)  4.192.969.045.092,78 184.993.701,632,19 241
34 | SURPLUS/IDEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (15-33) (262.693.797.207,51)]  349.636.030.856,34 (612.329.828.063,88) (175,13)
3 |KEGIATAN NON OPERASIONAL

36| SURPLUS NON OPERASIONAL

37| Jumilah Surplus Non Operasional-LO 0,00 0,00 0,00 0,00
38| DEFISIT NON OPERASIONAL

ag| e Tgi“a"”m“”mm“ At en 30.000.172.538,89 13.263 844 787,78 2573632775111 | 194,03
70| Jumiah Defisit Non Operasional-LO (38) 38.000.172.538,89] ___ 13.263.844.787,78 25736.327.761,11 | 194,03
a1 a:;nusmsnsrr KEGIATAN NON OPERASIONAL 37 7 ¢ 4 o | (s0.000.472.538.80)  (13.269.844.787.78) (25.736.327.751,11)| 194,03
42 aa;gr;t::a,mrm SERELNM POS LUAR SIAOMED (301.693.969.745,40)|  336.372.186.068,56 (638.066.155.814,96)|  (189,69)
23| POS LUAR BIASA

6




REFF TAHUN 2024 KENAIKAN/

poid oo CALK (AUDITED) bl (PENURUNAN) (%)

| PENDAPATAN LUAR BIASA-LO

45 Jumiah Pendapatan Luar Biasa - LO 0,00 0,00 0,00 0,00
26| BEBAN LUAR BIASA

47 Beban Tak Terduga 7.54.24. 2.065.423.140,00 2.413.029.129,00 (347 .605.989,00) (14.41)
48 Jumiah Beban Luar Biasa (47) 2-“5-‘23.1‘0.“] 2.413.029.129,00 (347.605.988,00)| (14.41)
49 |SURPLUS/DEFISIT DAR! POS LUAR BIASA (45-48) 7.5.4.2.8. (2.085.423.140,00 2.413.029.129,00 347.605.989,00 [ (14,41)
50 |SURPLUSI/DEFISIT-LO (42+48) 7.543. (303.759.392.886 40) 333.959.156.939,56 (637.71 B.m.ﬁzﬁ,mll ‘1'90,96”

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Laporan Keuangan ini

~ GUBERNUR KEPULAUAN RJAU,

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.



5.

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)
REFF TAHUN 2024

NO URAIAN CALK (AUDITED) TAHUN 2023

1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi 7.5.5.1.

2 Arus Masuk Kas 7.5.51.1.

3 Penerimaan Pajak Daerah 1.777.704.385.140,00 1.631.489.164.580,00
4 Penerimaan Retribusi Daerah 10.634.618.841,00 12.203.621.186,00
5 Ef:i::::;" st Pangaloletn Keicayadn Ducroh yang 1,904.909.335,00 2449 330.649,00
6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 30.108.755.601,70 31.323.464.050,03
7 Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.782.713.495.768,00 2.176.901.723.279,00
8 Penerimaan Hibah 1.300.531.591,00 1.278.720.000,00
9 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 8) 3.604.366.696.276,70 3.855.646.023.744,03
10 Arus Keluar Kas 7.5.51.2.

1 Pembayaran Pegawai 1.288.605.047 897,00 1.079.500.223.419,05
12 Pembayaran Barang dan Jasa 1.059.785.418.421,26 1.190.258.080.402,71
13 Pembayaran Bunga 3.692.560.273,00 8.623.436.793,00
14 Pembayaran Subsidi 944.301.180,00 4.143.883.000,00
15 Pembayaran Hibah 320.711.308.300,27 325.417.334.130,06
16 Pembayaran Bantuan Sosial 4.002.925.000,00 7.417.430.000,00
17 Pembayaran Tak Terduga 2.065.423.140,00 2413.029.129,00
18 Pembayaran Bagi Hasil 748.291.201.015,00 759.191.867.087,00
19 Pembayaran Bantuan Keuangan 26.853.000.000,00 8.352.581.914,00
20 Jumlah Arus Keluar Kas (11 s5.d 19) 3.454.951.185.226,53 3.385.317.865.874,82
21 | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (9-20) 149.415.511.050,17 470.328.157.869,21
22 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 7.5.5.2.

23 Arus Masuk Kas 7.5.5.2.1.

24 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 0,00 1.842.358.888,00
25 Jumilah Arus Masuk Kas (24) 0,00 1.842.358.888,00
26 Arus Keluar Kas 7.5.5.2.2.

27 Perolehan Tanah 920.100.000,00 1.388.489 184,00
28 Perolehan Peralatan dan Mesin 76.496.084.204,00 151.891.551.074,05
29 Perolehan Gedung dan Bangunan 129,103.961.833,55 232.962.878.105.58
30 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 36.791.762.576,47 178.551.126.080,95
3 Perolehan Aset Tetap Lainnya 1.658.740.000,00 528.474.380,00
32 Perolehan Aset Lainnya 0,00 378.476.300,00
33 Jumlah Arus Keluar Kas (27 s.d 32) 244.970.648.614,02 565.801.995.124,59
34 | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (25-33) (244.970.648.614,02) (563.959.636.236,59)
35 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 7.5.5.3.

36 ARUS MASUK KAS 7.5.5.3.1.

a7 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 15.431.238.382,00
38 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 100.883.708,00 37.172.817,00
39 Jumlah Arus Masuk Kas (37 s.d 38) 100.883.708,00 15.468.412.199,00
40 ARUS KELUAR KAS 7.5.5.3.2.

41 Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah 91.945.787.633,00 66.266.646.018,00
42 Jumlah Arus Keluar Kas (41) 91.945.787.633,00 66.266.646.018,00
43 | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (39-42) (91.844.903.925,00) (50.798.233.619,00)
44 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 7.5.5.4.

45 ARUS MASUK KAS 7.5.5.4.1.

46 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 212.522.600.526,00 246.800.531.830,00
47 UYHD TAHUN 2023 3.738.300,00| 5.000.000,00
48 Pengembalian Jasa Giro Kas Lainnya Tahun 2023 2.941_22?,25] 233.804,00




REFF TAHUN 2024
NO URAIAN CALK (AUDITED) TAHUN 2023
49 Pengembalian Kas dari Bendahara Penerimaan 1.732.000,00 180.000,00
50 Pengembalian Dana Bos 0,00 90.000.000,00
51 Jumlah Arus Kas Masuk (46 s.d 50) 212.531.012.053,25 246.895.945.634,00
52 ARUS KELUAR KAS 7.5.5.4.2.
53 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 212522 600.526,00 246.800.531.830,00
54 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 1.732.000,00
55 Jasa Giro Kas Lainnya 236.913,06 2.941.227,25
56 UYHD TAHUN 2024 19.041.008,00 3.738.300,00
57 Jumiah Arus Keluar Kas (53 s.d. 56) 212.541.878.445,06 246.808.943.357,25
58 | ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (51-57) (10.866.391,81) 87.002.276,75
59 | Kenaikan/ (Penurunan) Kas (21+34+43+58) 7.5.5.5. (187.410.907.880,66) (144.342.709.909,63)
60 | Saldo Awal Kas di BUD 210.713.848.785,43 355.056.558.695,06
61 | Saldo Akhir Kas di BUD (59+60) 7.5.5.6. 23.302.940.904,77 210.713.848.785,43
| 62 | Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 1.732.000,00
63 | Kas di Bendahara Pengeluaran 19.041.006,00 3.738.300,00]
64 | Kas di BLUD 2.264.885.131,34 19.556.671.568,72
65 | Kas Dana BOS 1.699.060.482,84 935.783.131,84
| 66 | Kas Lainnya _524.202.676,64 14.324.994. 566,09
67 | Saldo Akhir Kas (61 s.d 66) 27.810.220.201,59 245.536.768.352,08

—

/GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
f . (’ A

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.



6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

REFF TAHUN 2024
NO URAIAN CALK (AUDITED) TAHUN 2023
1 |EKUITAS AWAL 7.56.1. 6.764.055.547.180,37 6.543.925.196.252,10
2 |SURPLUS/DEFISIT-LO 7.5.6.2. (303.759.392.886,40) 333.959.156.939 56
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN 7563
MENDASAR: T
Koreksi Nilai Persediaan 10.026.024.201,81 0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00
Lain-lain (16.041.915.256,23) (113.828.806.011,29)
4 |EKUITAS AKHIR (1+2+3) 7.56.4. 6.454.280.263.239,55 6.764.055.547.180,37

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

. .“‘.‘ :-

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.
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